BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 54 /KUM/ 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, PENGGUNAAN DAN BATAS JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG (SPP-GU)

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI BARITO KUALA,

bahwa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa Penetapan Besaran Uang
Persediaan (UP) merupakan Kebijakan Pemerintah Daerah
masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4714);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);

28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);

29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 36).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Besaran Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdapat Uang Persediaan Kartu Kredit
Pemerintah daerah sebesar 40 % bagi SKPD yang telah
menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang
digunakan untuk pembayaran belanja barang dan jasa
dan/atau belanja perjalanan dinas.

KETIGA : Besaran Uang Persediaan merupakan besaran belanja yang
direncanakan tidak menggunakan Pembayaran Langsung (LS).

KEEMPAT : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, diberikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD
sebagai Uang Muka.

KELIMA : Pelimpahan Uang Persediaan adalah alokasi Uang Persediaan
yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang
Persediaan setelah Uang Persediaan dimaksud digunakan
(revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.

KETUJUH : Pengisian Uang Persediaan kembali sebagaimana Diktum
KELIMA dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan telah
digunakan sekurang-kurangnya 70 % dari dana Uang
Persediaan yang telah diterima.

KEDELAPAN : Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 70
% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan
pendanaan melebihi sisa dana Uang Persediaan yang tersedia,
Kepala SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambah Uang.



KESEMBILAN : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan
Tambah Uang sampai jumlah Rp. 200.000.000,- dan
Penambahan Tambah Uang diatas Rp. 200.000.000,-
harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

KESEPULUH : Uang Persediaan dapat digunakan untuk pembayaran
kepada pihak ketiga per nilai kontrak tidak lebih dari
Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah).

KESEBELAS : Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan
diatur sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat
mendesak/tidak dapat ditunda.

b. Digunakan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan.

c. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 bulan sisa
dana yang ada pada bendahara pengeluaran, harus
disetor ke rekening kas umum daerah selambat-
lambatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan selesai
dilaksanakan.

d. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud huruf c sisa Tambah Uang belum disetorkan
ke rekening kas umum daerah, maka permintaan
Ganti Uang tidak dapat diterbitkan SP2Dnya.

KEDUABELAS : Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran
mengajukan SPJ Terakhir dan diajukan ke BUD/KBUD.

KETIGABELAS : Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan
Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran
harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUAIA,




Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 54 /KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UP
1 |Dinas Pendidikan 650,000,000
2 |Dinas Kesehatan 150,000,000
3 |Dinas Perhubungan 114,000,000
4 |Dinas Komunikasi dan Informatika 112,000,000
5 Dinas Lingkungan Hidup 285,000,000
6 |Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 60,000,000
7 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak 110,000,000
Dinas Sosial 100,000,000
9 |Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 130,000,000
10 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 150,000,000
11 |Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 150,000,000
12 |Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura 314,000,000
13 |Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata 200,000,000
14 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 225,000,000
15 |Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 167,000,000
16 |Dinas Perkebunan dan Peternakan 175,000,000
17 |Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 165,000,000
18 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 135,000,000
19 |Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100,000,000
20 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 84,000,000
21 |Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 100,000,000
22 |Inspektorat 45,000,000
23 |Sekretariat DPRD 200,000,000
24 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100,000,000
25 |Satuan Polisi Pamong Praja 80,000,000
26 |Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 200,000,000
27 |Sekretariat Daerah 200,000,000
28 |Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 80,000,000
29 |Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 165,000,000
30 |Kecamatan Kuripan 30,000,000
31 |Kecamatan Tabukan 40,000,000
32 |Kecamatan Marabahan 77,400,000
33 |Kecamatan Bakumpai 50,000,000
34 |Kecamatan Rantau Badauh 30,000,000
35 |Kecamatan Belawang 25,000,000
36 |Kecamatan Barambai 25,000,000
37 |Kecamatan Mandastana 40,000,000
38 |Kecamatan Alalak 120,000,000
39 |Kecamatan Anjir Muara 62,500,000
40 |Kecamatan Anjir Pasar 25,000,000
41 |Kecamatan Tamban 35,000,000
42 |Kecamatan Tabunganen 29,000,000
43 |Kecamatan Mekarsari 58,000,000
44 |Kecamatan Jejangkit 32,000,000
45 |Kecamatan Wanaraya 30,000,000
46 |Kecamatan Cerbon 40,000,000

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 54 /KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UP

Rumah Sakit Umum Abdul Aziz Marabahan 11,000,000

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT



Lampiran III : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 54 /KUM/2024

Tanggal 15 Januari 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UP
1 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 56,000,000
2 |Inspektorat 30,000,000
3 Kecamatan Marabahan 51,600,000
4 |Kecamatan Tabukan 21,800,000

Pj. BUPATLBARITO KUALA,




